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Abstrak
 

Perkembangan teknologi informasi melahirkan inovasi di bidang keuangan salah satunya Fintech Peer-to-

Peer Lending syariah. Penyelenggara Fintech Peer-to-Peer Lending Syariah di Indonesia bersaing

menyediakan berbagai produk pembiayaan dengan beragam akad dan program, sedangkan ketentuan

penyelenggaraannya baru diatur oleh POJK No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam

Berbasis Teknologi Informasi, dan Fatwa DSN-MUI No 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan

Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Penelitian ini membahas

mekanisme pembiayaan dan model pengawasan Fintech Peer-to-Peer Lending Syariah di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa mekanisme pembiayaan telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI, dan dilaksanakan dalam tiga tahapan

yakni tahapan penerimaan pembiayaan, tahapan penawaran investasi, dan masa investasi. Analisis syariah

dilakukan pada tahapan penerimaan pembiayaan dan saat masa investasi berlangsung. Pengawasan Fintech

Peer-to-Peer Lending Syariah di Indonesia dilakukan oleh pihak internal dan pihak eskternal. Pengawasan

internal dilakukan oleh organ perusahaan dengan pembuatan dan pelaksanaan SOP yang telah disetujui oleh

OJK. Dewan Pengawas Syariah ikut melakukan pengawasan secara internal dengan pemantauan aspek

syariah. Pengawasan Eksternal dilakukan oleh OJK, namun OJK tidak spesifik memiliki program atau unit

khusus yang mengawasi aspek syariah. Dewan Syariah Nasional juga berperan melakukan pengawasan tidak

langsung dengan memberikan rekomendasi DPS, pembinaan, dan pencabutan DPS. Penyelenggara harus

mengoptimalkan integrasi aspek syariah dalam SOP dan penyelenggaraannya. OJK harus mengeluarkan

aturan baru yang mengakomodir Fintech Peer-to-Peer Lending Syariah serta melakukan pengawasan

spesifik terhadap aspek syariah. DPS harus mengoptimalkan perannya dalam melakukan pengawasan. DSN

perlu meningkatkan pelatihan dan sertifikasi untuk menambah jumlah DPS yang masih terbatas

......The development of information technology has created innovations in financial sector, one of them is

Sharia Peer-to-Peer Lending. Sharia Peer-to-Peer Lending operators in Indonesia compete to provide various

financing products with various akad and programs, while rules for their implementation are only regulated

by POJK NO 77/POJK.01/2016 and in the DSN-MUI Fatwa No 117/DSN-MUI/II/2018. This study

discusses the financing mechanism and supervision model of Sharia Peer-to-Peer Lending in Indonesia. This

research is normative research and analytical descriptive. The results showed that the financing mechanism

has in accordance with DSN MUI Fatwa, and implemented in three stages; the stage of receiving financing,

offering investment, and investment period. Sharia compliance is carried out within the stage of receiving

financing and during the investment period. Supervision of Sharia Peer-to-Peer Lending is carried out by

internal and external parties. Internal supervision is carried out by the operators by making and

implementing SOPs that have been approved by the OJK. DPS participates in monitoring sharia aspects.

External supervision is carried out by OJK, unfortunately OJK not yet specifically have a special program or
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unit that oversees sharia aspects. DSN plays a role in indirect supervision by providing DPS

recommendations, coaching, and revoking DPS. Operators should optimize the integration of sharia aspects

in SOPs and their implementation. OJK must issue new rules to accommodate Sharia Peer-to-Peer Lending

and carry out specific supervision on sharia aspects. DPS should optimize its role in conducting supervision.

DSN should continue to conduct various trainings and certifications to increase the number of DPS which is

still limited


